PENGUKURAN

NINERJA

PEMERINTAH

Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.



PENGUKURAN KINERJA

PEMERINTAH

l\- lﬂ

INDONESIA



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku
penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media sharing proses
penerbitan buku



Pengukuran Kinerja Pemerinfah

Copyright @2025 by Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.

All rights reserved
KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA
Anggota IKAPI (lkatan Penerbit Indonesia) NO. IKAPI 279/)Tl/2021
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) 081357517526 (Tlpn/WA)
Penulis
Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.

Desain Sampul
Eca Art

Tata Letak
Lailatul Nur Ula

Editor Naskah
Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.
ISBN
978-634-278-038-1

15,5 x 23 cm, viii + 360 halaman
Cetakan ke-1, Januari 2026

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di
DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website
https://penerbitkbm.com | www.penerbitbukumurah.com

Instagram
@penerbit.kbmindonesia | @ penerbitbukujogja

Email
naskah@penerbitkbm.com

Distributor
https://penerbitkbm.com/toko-buku/
Youtube
Penerbit KBM Sastrabook



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

()

(i)

(iii)

(iv)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufi untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).






Pengukuran Kinerja Pemerintah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku
ajar ini yang berjudul "Pengukuran Kinerja Pemerintah”
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan
dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi
mahasiswa, dosen, aparatur pemerintah, serta para pemerhati
tata kelola sektor publik di Indonesia.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan
tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta
berorientasi pada hasil (result-oriented government), pengu-
kuran kinerja menjadi instrumen yang sangat penting. Tidak
hanya sebagai alat monitoring dan evaluasi, tetapi juga sebagai
dasar pengambilan keputusan yang strategis dalam penyeleng-
garaan pelayanan publik.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman
komprehensif mengenai berbagai aspek dalam pengukuran
kinerja pemerintah, mulai dari konsep dasar, tujuan, model dan
pendekatan, hingga sistem dan instrumen yang digunakan dalam
praktik, seperti Balanced Scorecard, SAKIP, dan indikator kinerja
utama. Tidak hanya itu, disajikan pula pembahasan tentang
evaluasi dan pemantauan kinerja, tantangan implementasi, serta
studi kasus yang mencerminkan kondisi aktual di Indonesia.

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih
kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan selama
proses penyusunan buku ini, baik berupa masukan, diskusi
ilmiah, maupun motivasi. Ucapan terima kasih khusus juga
penulis sampaikan kepada rekan-rekan akademisi dan
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mahasiswa yang telah menjadi mitra berpikir kritis dalam
pengembangan isi buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki
keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan
masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna perbaikan pada
edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan
kontribusi positif dalam pengembangan ilmu administrasi publik,
khususnya dalam bidang pengukuran kinerja pemerintah, serta
mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, efisien,
dan akuntabel.

Ponorogo, Mei 2025

Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.
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